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        ABSTRAK 
Penelitian yang berjudul “Penetapan Status Tersangka Dalam 
Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 di 
Badan Narkotika Nasioanal Sulawesi Selatan. Yang menjadi latar belakang 
masalah dalam penelitian ini adalah penyidik kadang keliru dalam menyidik 
sehingga salah dalam memberi putusan kepada seseorang danhak-hak seseorang 
dilupakan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat 
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki kolerasi terhadap masalah yang 
diteliti serta menggunakan metedo wawancara, observasi, dandok umentasiserta 
menggambrakan fakta yang terjadi di langan.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Badan Narkotika Nasiaonal 
menggunakan sistem criminaljustice system tersangka ini masih dalam rana 
penyidikan karena jika sudah berada di persidangan maka sudah dikatakan 
terdakwa, penyidikan mengacu pada Undang-undang tentang acara pidana 
kemudian di atur khusus di dalam sehingga seseorang yang ditetapkan sebagai 
tersangka harus memenuhi persyaratan formil, Sebagai seorang penyidik yang 
baik teransparan dalam menyidik mau tidak mau, tahu ataupun tidak tahu, suka 
atau tidak suka, senang atapun tidak senang harus mempedomani putusan MK 
No.21/PUU-XII/2014, adapun sanksi bagi penyidik yang keliru dalam menyidik 
yaitu apabila diajukan gugatan prapradilan dan prapradilan itu di kabulkan maka 
gugurlah penetapan tersangka itu. 
Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diberiakan adalah Meningkatkan 
kegiatan sosialisasi sesame penyidik untuk tercapainya profesionalalisme, 
akuntabilitas, transparan dan terbuka dalam menyidik, meningkatkan sarana 
operasional demi lancarnya pelaksanaan penyidikan, penyidik harus 
mempedomani putusan MK No.21/PUU-XII/2014 dalam menetapan seseorang 
sebagai tersangka karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses 
penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindak dan sewenang-wenang 
dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. 
Kata kunci :Putusan, Status, Tersangka, PenyalahgunaanNarkotika 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
A.  Latar Belakang Masalah 
 Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 
hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri yang dapat 
menimbulkan ketergantungan ketika memakai dosis yang berlebihan. Narkoba 
dapat mengakibatkan ganguan kesehatan merusak jaringan syaraf, hati, ginjal dan 
sebagainya. 
 Masalah narkotika sudah lama menjadi permasalahan negeri ini. 
Perkembangannya sangat cepat, merebak dari kota sampai desa, penggunanya 
mulai dari artis, pilot, pejabat, rakyat biasa, hingga oknum penegak hukum 
banyak yang menikmatinya. Penyebab penyalagunaan narkoba yaitu karena  
penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara teratur diluar medis, 
sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan sosial. 
Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak tidak baik karna dapat 
mengakibatkan ketagihan yang menyebabkan ketergantungan.1 
 Badan Narkotika Nasional Pusat (BNNP) mencatat bahwa pada tahun 
2013, korban penyalahgunaan narkoba mencapai angka sebesar 2,2 persen dari 
total jumlah penduduk Indonesia atau setara 4,2 juta jiwa. Apabila narkoba 
digunakan
                                                          
1
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana ( Bandung:P.T.Alumni,2006),  h.36 
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terus menerus dapat menimbulkan ketergantungan karna tidak menggunakan dosis 
yang diharuskan, sehingga pemakai tidak dapat menghentikan pemakaiannya.2 
 Ketergantungan ini terjadi karena dampak narkoba dapat menyebabkan 
keinginan yang tidak tertahankan untuk mengkomsumsi zat, kecenderungan untuk 
menambah dosis berdasarkan keinginan tubuh, ketergantungan tubuh menjadi 
salah satu dampak karena apabila pemakai menghentikan pemakaian akan 
menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, rasa cemas, depresi dan 
sejenisnya. 
 Jenis-jenis narkotika yang dilarang diproduksi, dijual dan digunakan 
tanpa isin dari pihak yang berwenang yang diataur dalam UU, sebenarnnya sudah 
sangat jelas bagi masyarakat mengenai jenis narkoba, jika masyarakat  melanggar 
aturan dengan memproduksi, mengedar dan memakai narkotika secara melawan 
hukum maka akan dijatuhi sanksi pidana. 
 Dampak narkoba sangat berbahaya bagi manusia. Narkoba dapat 
merusak kesehatan manusia baik secara fisik seperti berat badan menurun, 
matanya terlihat cekung dan memerah, bibirnya kehitam-hitaman, tangan dipenuhi 
bintik-bintik merah, sangat sensitif , mudah bosan jika ditegur atau dimarahi dan 
nafsu makan tidak ada, malas, melupakan kewajiban, menjauh dari keluarga, takut 
air dan menyendiri.3 
 Pembagian klarifikasi pada UU ini berbeda pada pembangiannya  secara 
umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkotika dan pengguna 
narkotika. Namun dalam UU ini secara implisit dijelaskan mengenai siapa yang 
                                                          
2Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, Pelayanan Ketergantungan Narkoba (Jakarta : 
BNN, 2015), h. 10 
3Darnomo, Toksikologi  Narkoba dan Alkohol (surabaya: uip, 2004), h. 23 
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dapat disebut pengedar dan siapa yang disebut pemakai berdasarkan dengan 
perannya tersendiri. 
 Penyalahgunaan narkoba di indonesia semakin banyak terjadi dikalangan 
masyarakat yang berekonomi rendah maupun masyarakat berekonomi  tinggi, 
dampak narkoba sangat berbahaya bagi manusia. Narkoba dapat merusak 
kesehatan manusia baik secara fisik seperti berat badan menurun, matanya terlihat 
cekung dan memerah, bibirnya kehitam-hitaman, tangan dipenuhi bintik-bintik 
merah, sangat sensitif, mudah bosan jika ditegur atau dimarahi dan nafsu makan 
tidak ada, malas, melupakan kewajiban, menjauh dari keluarga, takut air dan 
menyendiri.4 
 Pengedar atau penjual atau perantara pastinya lebih berat hukumannya 
dari pada yang hanya menggunakan saja. Para pengguna narkotika disebut juga 
korban dari peredaran narkotika, maka semakin banyak penyalahguna  atau yang 
terjerat, yang menjadi persoalan sekarang ini yaitu penerapan pada pasal-pasal 
yang keliru dan kadang digunakan penegak hukum terhadap para penyalaguna 
narkotika, adanya kesalahan  yang seharusnya dikenakan pada pasal bagi bandar 
besar, pengedar, penjual atau kurir dan dapat dikenakan  pada korban penyalaguna 
atau pecandu narkotika, dengan ini lahir putusan MK No. 21/PUU-X11/2014 
karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan 
perampasan hak asasi manusia, yang seharusnya dapat menjadi objek yang dapat 
diminta perlindungan melalui hukum  pranata prapradilan, putusan MK 
memberikan perlindungan terhadap seseorang yang menjalani proses hukum yang 
                                                          
4Darda Syahrisal, Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya (Depok: Laskar Askara, 
2011), h. 58 
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keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu unsur perlindungan 
hukum melalui putusan ini  yaitu kepastian hukum bahwa penyidik  harus 
melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Penetapan Status Tersangka 
Dalam Perkara Penyalagunaan Narkoba. Adapun yang menjai deskripsi fokus 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Penetapan status tersangka  
1. Penetapan  
Penetapan yaitu proses, cara, perbuatan menetapkan. 
2. Status 
Keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam 
hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. 
3. Tersangka 
Tersangka yaitu seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak 
pidana. 
b. Perkara 
 Masalah, persoalan atau urusan yang perlu diselesaiakan atau dibereskan. 
c. Penyalahgunaan narkoba 
1. Pengertian Penyalahgunaan 
Penyalagunaan  berasal dari kata dasar  salah guna yang artinya 
melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus 
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bahasa Indonesia, penyalagunaan diartikan sebagai proses, cara, 
perbuatan penyalahgunaan. 
2. Pengertian Narkoba 
Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan 
hilangnya kesadaran dikarenakan zat tersebut bekerja 
mempengaruhi susunan syaraf sentral.5 
C. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi pokok 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetepan  status tersangka 
penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan MK NO.21/PII-XII/2014 sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana prosedur hukum terhadap seseorang yang ditetapkan 
sebagai tersangka tindak pidana narkotika?  
2. Bagaimana pengaruh putusan MK NO.21/PUU-XII/2014 di BNN 
Sulawesi Selatan? 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses pada tanggal 12 Desember 2018  
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D. Kajian Pustaka 
 Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan 
penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah 
ataupun buku yang berkaitan dengan Penetapan Status Tersangka Dalam Perkara 
Penyalagunaan Narkoba. Dalam penulisan skripsi ini penulis dapat 
mengemukakan referensi yang dijadikan rujukan yaitu: 
1. Hj. Rodliyah dk dalam bukunya Hukum Pidana Khusus , buku ini 
membahas khusus mengenai unsur dan sanksi pidana dalam sumber-
sumber hukum pidana khusus, tentang konsep teoritis dan penggolongan 
tindak pidana, tentang pidana korupsi, tentang tindak pidana narkotika, 
tindak pidana perikanan, tindak pidana dalam bidang pertambangan, 
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana perdagangan 
orang dan tindak pidana pencucian uang. 
2. Darda Syahrizal dalam bukunya Undang-undang Narkotika dan 
Aplikasinya buku ini membahas mengenai narkoba secara tuntas, undang-
undang narkoba, bayaha narkoba, dan bahkan solusi hukuman mati bagi 
pengedar narkoba. 
3. Darmono dalam bukunya Toksikologi Narkoba dan Alkohol buku ini 
membahas tentang pengaruh neorotoksisitasnya pada saraf otak, obat-
obatan terlarang, dampak dari pemakaian terlarang. 
4. Hanafi Amriani dk dalam bukunya Sistem Pertanggung Jawaban Pidana 
buku ini membahas tentang Globalisasi Teoritik Pertanggung Jawaban 
Pidana, Perkembangan Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, 
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Perkembangan Sistem Pertanggung Jawaban Analisis Terhadap Konse 
Strich Liabita dan Vicarus Liabita, Perkembangan Sistem Pertanggung 
Jawaban Pidana Analisis Terhadap Korupsi, Penerapan Sistem 
Pertanggung Jawaban Pidana Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana 
Narkotika, Dasar pertimbangan Penerimaan Sistem Pertanggung Jawaban 
Pidana Tanpa Kesalahan. 
5. Andi Tenri Wali Putri Takdir Patarai dalam skiripsinya yang berjudul 
Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Fokos 
penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku 
penyalah guna narkotika, sementara penulis membahas tentang Penetapan 
Status Tersangka Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan 
Putusan  MK NO.21/PUU-XII/2014. 
E. Tujuan Penelitian  
    1.  Tujuan penelitian  
  Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka yang menjadi tujuan 
penelitian adalah :  
a. Untuk mengetahui Bagaimana prosedur hukum terhadap seseorang yang 
ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana narkotika. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh putusan MK NO.21/PUU-
XII/2014 di BNN SULAWESI SELATAN. 
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 2.  Kegunaan Penelitian 
a. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang 
penetapan status tersangka dalam perkara penyalahgunaan Narkotika 
ditinjau dari putusan MK No.21/PUU-XII/2014. 
b. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang 
terkait  dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, serta berguna bagi 
para pihak yang berminat pada bidang Ilmu Hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A.Penetapan Status Tersangka 
 1. Pengertian Status tersangka 
  Tersangka yaitu seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ini dikarnakan yang menjadi filter 
akhir proses pidana ialah hakim (majelis hakim yang memeriksa persidangan 
pidana, bukan hakim tunggal prapradilan), dan hakim terikat pada ketentuan.1 
 Didalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 
71 ayat 1, berbunyi: penasehat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam 
berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau 
petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.2 
 Adapun asas-asas dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penetapan status 
tersangka yaitu asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasional aktif, asas nasional 
pasif, asas universalitas, asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan, asas, dll.3 
2. Penetapan Status Tersangka Ditinjau dari Asas Praduga Tak Bersalah 
Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam 
penjelasanumum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu:  
 
                                                          
1Musliadi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Jakarta: Permata Press, 2017), h. 
195 
2Musliadi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Press, h.233 
3Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia(Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2014)  h. 60   
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sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 
Sedangkan dalam UU kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam 
Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: 
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di 
depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan 
yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, dalam bukunya  tersangka 
harus ditetapkan pada kedudukan  manusia yang memiliki hakikat dan martabat. 
harus dinilai  sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia 
tersangka tetapi perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi 
objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan 
ditujukan tersangka harus dianggap tidak bersalah samapai di peroleh putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan tetap.4 
3. Syarat-syarat Seseorang Dapat Dijadikan Sebagai Tersangka 
Dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 
pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana lingkungan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (parkap 12/2009) menyatakan bahwa: 
                                                          
4Supramo, DK, Hukum Narkoba Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2014), h. 23 
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a. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada 
seseorang setelah setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh 
bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 jenis alat bukti 
b. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling 
sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 
ditentukan melalui gelar perkara.5 
B. Perkara 
 1. Pengertian Perkara 
Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan atau urusan dan 
perlu penyelesaian. Secara teori perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam 
yaitu: 
a. Perkara yang mengandung sengketa, yang mengandung perselisihan, 
terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu 
terhadap pihak lainnya. Sengketa adalah sesuatu yang menjadi pokok 
perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. 
Perselisihan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri 
melainkan memerlukan penyelesaian lewat hakim dan pengadilan 
sebagai lembaga yang berwenang dan tidak memihak. 
b.  Tidak ada sengketa atau tidak ada perselisihan, artinya tidak ada yang 
disengketakan, yang bersangkutan tidak meminta putusan hakim, 
melainkan meminta penetapan hakim tentang status dari suatu hal.  
                                                          
5Chazawi Adami, Pelajaran Buku Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 34 
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 Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut 
KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut: 
1. Tahap Perkara di Kepolisian atau biasa disebut( Tahap Pemeriksaan di 
Tingkat Penyidikan). 
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatau peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, 
yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang 
terjadi, guna menemukan tersangkanya. Pemberitahuan dimulainya 
penyidikan dialakukan dengan SPDP (surat pemberitahuan dumulainya 
penyidikan),  yang dilampiri : 
a. Laporan 
b. Resume BAP saksi 
c. Resume BAP tersangka 
d. Berita acara penangkapan 
e. Berita acara penahanan 
f. Berita acara penggeledaan  
g. Berita acara penyitaa. 
Kegitan-gegiatan pokok dalam penyidikan, antara lain : 
1. Penyidikan, serangkain tindakan penyidilik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa sebagai perbuatan pidana. 
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2. Penindakan yaitu tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau 
barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana. 
3. Pemeriksaan yaitu kegitan untuk mendapatkan keterangan jelas dan 
keidentikan tersangka . 
4. Penindakan yaitu tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau 
barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi. 
5. Pemeriksaan yaitu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, 
dan keidentikan tersangka atau barang bukti. 
6. Penindakan yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang 
atau barang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi 
berupa pemanggilan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan. 
 2. Penyelesaian Perkara di Kejaksaan 
  Pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP penyidik memberitahukan 
kejaksaan tentang dimulainya penyidikan SPDP, SPDP dikelolah oleh  Kasi 
Pidum atau Pidsus, kasi menunjuk jaksa peneliti dengan tugas antara lain : 
a. Mengikuti dan memantau perkembangan penyidik sesuai SPDP, 
mempersiapkan petunjuk untuk penyidik, melakukan penelitian terhadap 
berkas, tersangka dan barang bukti, meneliti apakah pelakunya tunggal 
atau lebih. 
b. Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta atau 
kejadian, apakah tersangka dapat ditahan, apakah barang bukti 
merupakan barang bukti yang sah, apakah setiap unsur pidana didukung 
oleh alat bukti merupakan barang bukti yang sah, apakah setiap unsur 
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perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup, apakah harus 
mengajukan ke persidangan sesuai dengan ketentuan yang disangkakan 
oleh penyidik, mengkonstruksikan  beberapa perbuatan pidana yang 
terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.  
Kejaksaan : 
1. Menerbitkan SP-3, karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke 
pengadilan  : 
a. Tidak terdapat cukup bukti. 
b. Perbuatan yang dilakukan TSK atau TDW bukan perbuatan pidana. 
c. Perkara ditutup demi hukum. 
2. Mengabungkan perkara dalam beberapa bagian yaitu surat dakwaan, 
apabila apabila dalam waktu yang bersamaan dilakukan oleh orang yang 
sama ada hubungannya dari satu dengan yang lain. 
3. Pemecahan perkara (Splitsing), apabila dalam satu berkas perkara 
terdapat beberapa orang terdakwa. 
4. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri mengikuti acara 
pemeriksaan antara lain: 
a. Biasa 
b. Singkat  
c. Cepat. 
 3. Penyelesrraian Perkara di Pengadilan  
           Sikap pengadilan tehadap pelimpahan perkara dari kejaksaan : 
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a. Tidak berwenang mengadili, ketua pengadilan Negeri membuat surat 
penetapan, antara lain : 
1. Pengadilan Negeri tidak berwenang mendgdili  
2. Alasan yang menjadi dasar 
3. Pengadilan negeri mna yang berwenang mengadili. 
  Penuntut umum bisa melakukan perlawanan (verzet) ke Pengadilan 
Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari, sejak peneriamaan surat penetapan dari 
Pengadilan Negeri, selanjutnya pengadilan tingggi dalam waktu 14 (empat 
belas) hari sudah harus menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan yang 
memuat, antara lain : 
1. Membenarkan pelawan PN diperintahkan menyidangkan perkara 
pidana yang bersangkutan. 
2. Bembenarkan penetapan Pengadilan Negeri. 
b. Pengadilan Negeri berwenang mengadili yaitu ketua Pengadilan 
Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara pidana 
yang bersangkutan. 
   Tata tertib persidangan (permenkeh No. M. 06. UM.01.06 
Tahun1983, tanggal 16 Desember 1983), proses persidangan, setelah 
penuntutan umum selesai membacakan surat dakwaan, pemeriksaan 
(saksi ,ahli, surat, terdakwa dan barang), requisitoir yaitu gambaran 
dari tuntutan penuntut umum yang akan dimintakan kepada hakim 
dapat berupa tuntutan pemidanaan tuntutan pembebasan dari segala 
dakwaan, sistematika (identitas terdakwa, penahanan, surat dakwaan, 
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fakta yang terungkap di persidangan antara lain keterangan saksi, 
keterangan para ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, barang 
bukti), pleidooi atau nota pembelaan yaitu tanggapan yang diajukan 
terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa atas requisitoir 
penuntut umum. 
   Cara pembuatan atau penyusunan tidak diatur oleh 
KUHAP. Dalam praktek peradilan sistematika pleidoii ( 
pendahuluan, surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, fakta-fakta 
yang terungkap, uraian dan analisis dan permohonan), berita acara 
sidang yaitu surat dibuat oleh pegawai umum, berita acara sidang 
ditinjau dari segi hukum yaitun fakta yang bernialai otentik , berita 
acara ditinjau dari segi fungsi merupakan landasan bagi hakim dalam 
mengambil keputusan dimana pertimbngannya harus sesuai dengan 
data dan fakta yang tercatat dalam berita acara sidang, pembuatan 
berita acara sidang, putusan. .6 
C.Penyalagunaan Narkotika 
 1. Pengertian Penyalahgunaan  
  Istilah “penyalagunaan” berasal dari kata dasar“ 
salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam 
kamus bahasa Indonesia, penyalagunaan diartikan sebagai “proses, cara, 
perbuatan penyalahgunaan”.penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan 
                                                          
6Hari, DK, Narkotika dan Psiktropika dalam HukumPidana (Bandung: Mandar Maju 
Mundur, 2003), h. 42 
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menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya menggunakan 
sesuatu tidak sesuai dengan semestinya” 7 
2. Pengertian dan Penggolongan Narkotika  
a. Pengertian Narkotika 
 Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan hilangnya 
kesadaran dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. 
Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan zat yang dibuat dari 
candu (morphine, cedoin, heroin) dan candu sintelis (meperdin, metedon).8 
 Defenisi dari Biro beacukai Amerika Serikat dalam buku “Narcotic 
Indentification Manual” sebagaimna di kutip oleh Djoko prakoso, Bambang 
riyadi, dan muchsin yang meyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika 
adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya yang diambil dari 
benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, cedoin, hasisch, cocain. Dan 
termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat ini 
tergolong hallucinogen dan stimulant. 
 Berdasarkan defenisi tersebut  menyatakan bahwa: 
1. Narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. 
Yang termasuk narkotika alam yaitu berbagi jenis candu morphine, 
heroin, ganja, hasish, cedoin dan cocain. Narkotika sedangkan narkotika 
sintesis adalah termasuk di dalamnya termasuk zat-zat (obat) yang 
tergolong dalam tiga jenis obat yaitu hallucinogen, depressant dan 
                                                          
7Bunga, Perspektif Kriminologi Tentang Penyalahgunaan Narkotika (Medan: Fakultas 
Hukum USU, 2002), H. 33 
8Rodiyah, DK. Hukum Pidana Khusus (Depok: RajaGrafindo, 2012), h.68 
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stimulant. Narkotika sintetis adalah termasuk dalam pengertian secara 
luas. 
2. Narkotika bekerja mempengaruhi susunan syaraf senrtal yang akibatnya 
dapat menimbulkan  ketidaksadaran atau pembiusan  dan berbahaya 
apabila apabila disalahgunakan. 
3. Narkotika seperti obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic 
and dengerous drugs.9 
Dalam ketentuan umum UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
adalah merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) 
yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran  dari rasa sakit 
(nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. 
Menurut Verdoovende Miggelen Ordianatie Staatblad 1972 No. 278 jo. 
No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang 
obat bius narkotika adalah “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja 
pembiusan atau yang dapat menurunkan kesadaran  dan dapat menimbulkan 
gejala-gejala fisik dan mental lainnya  apabila dipakai secara terus-menerus 
dengan akibat antara lain terjadinya ketergntungan kepada bahan-bahan tersebut”.  
Di dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, 
pengertian narkotika terdapat dalam Bab 1 ketentuan umum, yaitu narkotika 
adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan 
atau perubahan kesadaran, hilangnnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 
                                                          
9Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana(Bandung: P.T.Alumni,2006), h. 21 
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rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam  
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.10 
b. Penggolongan Narkotika 
  Di dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 tentang narkotika ditentukan 
mengenai penggolongan narkotika, yaitu: 
a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan 
dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 
b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 
dan untuk tujuan pengembagan ilmu serta mempunyi potensi tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. 
c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan 
banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu 
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan.11 
 Narkotika yang terbuat dari alam terdiri atas tiga bagian, yaitu kokain, 
ganja dan candu atau opium. 
a. Kokain 
Kokain adalah suatu alkolida yang berasal dari daun Erthoxylion Coca 
L. Tanaman tersebut banyak tumbuh di Amerika selatan di bagian barat ke utara 
                                                          
  10Darda syahrizal, undang-undang narkotika dan aplikasinya(Surabaya: laskar 
askara,2002), h.182 
11Darmono,ToksikologiNarkoba dan alkohol (surabaya: uip,2004) ,h. 23 
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lautan teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh di daratan  tinggi Andes Amerika 
Selatan khususnya di peru dan bolivia. 
  Rasa bau Erytiroxylion Coca L. seperti the dan mengandung kokain. 
Daun tersebut sering dikunyah karena rasanya sedap dan seolah-olah 
menyegarkan badan. Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman tersebut dapat 
merusak paru-paru melunakkan saraf dan otot.  
  Kokain yang dikenal selama ini pertama kali dibuat secara sintesis pada 
tahun 1855, dimana dampak yang ditimbulkan diakui dunia kedokteran. Sumber 
penggunaan kokain lainnya yang terkenal adalah coca cola yang pertama kali oleh 
John Pomriton pada tahun 1886 yang dibuat dari sirup kokain  dan kafein. Namun 
karena tekanan publik, penggunaan kokain pada coca cola pada tahun 1903 
dicabut. 
b. Ganja  
Ganja berasal dari tanaman Connabis yang merupakan tanaman yang 
mudah tumbuh tanpa memerlukan pemelirahaan istimewa. Tanaman ini tumbuh 
pada daerah beriklim sedang pohonnya cukup ribuan  dan pertumbuhannya subur 
di daerah tropis. Dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak blukar. 
Namun ganja banyak sekali bisa dibilang sangat samaran misalnya 
Indian Hemp, rumput barang, daun hijau, bangle, bunga, ikat, labang, jayus, jun. 
Remaja di Jakarta menyebutnya gelo dan cimeng. Dikalangan pecandu disebut 
grass, mariuhana, hasa, hasish. Bagi pemakai sering dianggap sebagai lambang 
pergaulan sebab di dalam pemakainnya hampir selalu beramai-ramai karena efek 
yang ditimbulkan oleh ganja adalah kegembiraan sehingga barang itu tidak 
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mungkin dinikmati sendiri. Adapun bentuk-bentuk ganja dibagi kedalam 5 
berikut, yaitu: 
1. Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer. 
2. Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk dihisap seperti 
rorkok. 
3. Berbentuk campuran daun, tangkai dan biji untuk dihisap melalui 
hidung. 
4. Berbentuk damma hasish berwarna coklat kehitam-hitaman. 
Bahaya dan akibat mengkonsumsi ganja dapat menimbulkan sebagai 
berikut: 
1. Kedua mata memerah, mulut mengering. 
2. Banyak keringat, jantung berdebar. 
3. Kecemasan dan kecurigaan yang berlebihan. 
4. Denyut jantung bertambah cepat. 
5. Nafsu makan bertambah. 
6. Euforia, apatis, perasaan waktu berjalan lambat. 
c. Candu  
 Candu atau opium merupakan sumber utama dari narkotika alam. Berbagai 
narkotika berasal dari alkoloida candu, misalnya morpine, heroin, berasal dari 
tanaman paper somniferum L. dan dari keluarga papaveracea. Nama papaver 
somniferum merupakan sebutan yang oleh linneus pada tahun 1753. Selain disebut 
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dengan papaver somniferum juga disebut dengan papaver nigrum dan pavot 
somnivere.12 
Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan 
tentang batasan-batasan candu yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. 
yang dimaksud dengan candu adalah: 
1. Tanaman papaver somniferum L. dari semua bagian-bagiannya 
termasuk buah jeramihnya, kecuali bijinya. 
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri yang diperoleh  
dari buah tanaman papaver somniferum L. yang harga mengalami 
pengolahan sekedar untuk membengkus dan mengangkutkan tanpa 
memperhatikan kadan morfinnya. 
 3.  Opium masak terdiri dari: 
Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui sesuatu 
rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan 
peragian dengan maksud mengubahnya menjadi sesuatu abstrak yang 
cocok untuk pemadatan.13 
Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan 
apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.Jiciko, hasil 
yang diperoleh dengan pengolahan jicing. 
  Adapun dalam Pasal 153 sub b UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika 
disebutkan bahwa: 
                                                          
12Hanafi Amriani, DK, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana (Raja Grafindo Persada: 2003), h. 53 
13Darda Syahrisal, Undang-undang Narkotika dan Aplikasinya, (Depok: Laskar Askara, 
2011).h172. 
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 Lampiran mengenai jenis Psiktropika Golongan I dan Golongan II 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1997 tentang psikotropika (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1997 No 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika 
golongan I menurut Undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
  Menurut penjelasan Pasal 153 sub b di atas, dapat dikatakan bahwa 
dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika diatur 
pula tentang jenis psikotropika golongan I dan II yang sudah 
dipindahkan kedalam Narkotika golongan I. 
   Psikotropika golongan I dan II dikategorikan dalam jenis 
stimulansia, Stimulansia yaitu obat-obatan yang mengandung zat-zat 
yang merangsang otak dan syaraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk 
meningkatkan daya konsentrasi dan akvitas mental serta fisik. Obat-
obat yang dimasukan dalam golongan stimulansia adalah 
Amphetamine beserta turunan-turunannya. Dikalangan olahragawan 
ada yang dengan sembunyi-sembunyi mempergunakannya yang 
disebut dengan “dopping”. Stimulansia disebut juga obat perangsang 
seks (aphrodiasi) seperti yang dibayangkan oleh banyak orang.  
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Jenis-jenis dari stimulansi ini seperti amphetamine, ecstacy, 
metamfatemin atau shabu dan sebagainya.14 
D. Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Narkotika 
 Berikut sanksi tindak pidana bagi pelaku narkotika sesuai dengan 
golongannya, berikut sanksinya: 
a. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana golongan I telah 
ditentukan dalam pasal 111 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 127 
Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sebagai berikut: 
1. Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan 
Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman. 
 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
memelihara, menyimpan, menguaisai dan menyediakan narkotika 
golongan I dalam bentuk tanaman diatur dalam Pasal 111 Undang-
undang  No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dipidanakan dengan 
pidana penjara paling singkat 4 Tahun paling lama 12 tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000.00 (delapan miliar 
rupiah). 
2. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum 
Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika 
Golongan I Bukan Tanaman dan Beratnya Melebihi 5 Gram.15 
                                                          
14Djamali, DK, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20012), h. 
46 
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 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
memelihara, menyimpan menguasai, dan menyediakan narkotika ayat 
(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang dipidanakan 
dengan pidana paling sigkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun adapun 
pidana denda paling sedikit Rp800.000.000.00 (delapan ratus rupiah) 
dan paling banyak Rp8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).16 
3. Memproduksi, Menginpor, Mengekspor, atau Menyalurkan Narkotika 
golongan I. 
 Sanksi pidana bagi pelaku yaitu diatur dalam Pasal 113 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang 
berbunyi ( setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, menginpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika 
golongan I, dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat 5 
(tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana paling 
sedikit Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000.00 ( sepuluh miliar rupiah).  
4. Sanksi Pidana bagi Pelaku yang Menawarkan untuk Dijual, Menjual, 
Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam Jual Beli, Menukar, 
atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. 
                                                                                                                                                 
 15 Muh.Amiruddin,  Jurnal : Pembuktian dalam Tindak Pidana Lalu-
Lintas , ilmu hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar.http://Journal.uinalauddin.ac.id/index/php/jurisprudentie/article/view/54
38. 
16Rodiyah, DK. Hukum Pidana Khusus(Depok: RajaGrafindo, 2012), h. 71 
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 Sanksi pidana bagi pelaku diatur Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 114 
ayat (1) menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan 
hukum, dipidanakan dengan pidana penjara seumur hidup, paling 
sedikit 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun, dikenakan denda  
banyak Rp10.000.000.000.00 ( sepeluh miliar rupiah ), sedangkan 
pada ayat (2) dipidanakan penjara seumur  hidup, pidana penjara 
paling sedikit yaitu 5 (lima) tahun dan paling lama sebanyak 20 (dua 
puluh) tahun. Pidana denda sesuai dengan Pasal 115 ayat (1), yaitu 
Rp800.000.000.00( delapan ratus miliar rupiah ) ditambah 1/3 ( 
sepertiga ) pidana denda yang dijatuhkan pelaku Rp10,6 miliar. 
5. Sanksi Pidana bagi pelaku yang membawa, mengirim, Mengangkut, 
atau menstransito narkotika golongan I. 
 Ditentukan pada Pasal 115 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 
35 tahun 2009 tentang narkotika Pasal 115 ayat (1)  yang isinya 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun pidana denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 ( delapan miliar rupiah ) sedangkan pada Pasal (2)  
pidana penjara seumur hidup, paling sedikit dipidanakan pidana 
penjara 5 (lima) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh tahun ) dan 
pidana denda pada Pasal 115 ayat (1)  yaitu Rp800.000.000.00     
(delapan ratus miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) ini berarti bahwa 
pidana denda yang dijatuhkan sebesar Rp10,6 miliar. 
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6. Sanksi pidana bagi pelaku yang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau 
memberikan untuk digunakan orang lain.17 
 Telah ditentukan pada Pasal 116 atat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan 
bahwa dipidana penjara paling singkat  5 tahun penjara dan paling 
lama 25 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah).18 
7. Sanksi pidana bagi pelaku penyalah guna narkotika golongan I. 
 Sanksi pidana bagi pelaku penyalah guna narkotika golongan I 
ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 
35 tahun 2009 tentang narkotika. Yaitu setiap penyalah guna 
dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 
Ada 3 unsur yang tercantum pada pasal ini, yang meliputi: 
a. Subjek pidananya, yaitu penyalah guna adalah orang yang 
menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 
b. Jenis perbuatan pidana, yaitu penyalah guna narkotika 
golongan I bagi diri sendiri. 
c. Sanksi pidananya, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun. 
                                                          
17Darda Syahrisal, Undang-Undang Narkotika  dan Aplikasinya (Surabaya, 
2012), h. 171 
18Supramo, DK, Hukum Narkoba Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2014), h. 45 
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b. Sanksi Pidan Bagi Pelaku yang Menggunakan Tindak Pidana Narkotika 
Golongan II. 
 Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika 
golongan II telah ditentukan dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 121 
dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 
golongan II, berikut pembagiannya: 
1. Sanksi pidana bagi pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika 
golongan II. 
 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dipidana 
denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
2. Sanksi pidana bagi pelaku tanpa hak atau melawan hukum  
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika 
golongan II.19 
 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun 
penjara, denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar 
rupiah). 
                                                          
19Sudarto, Hukum Pidana (Bandung: P.T Alumni, 2006), h. 39 
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3. Menawarkan untuk dijual, menjual, mmbeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika 
golongan II. 
 Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum dipidana dengan 
pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan pali lama 12 tahun, dipidana 
denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
4. Sanksi pidana bagi pelaku yang membawa, mengirim, mengangkut, 
atau mentransito narkotika golongan II. 
 Telah ditentukan dalam Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-undang 
Nomor 35 tahun 2009 bahwa setiap orang yang melawan hukm 
dipidana dengan pidana paling sedikit 3 tahun penjara dan paling lama 
10 tahun penjara, pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 
5. Sanksi pidana bagi pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau 
memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain. 
 Pada Pasal 121 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Setiap 
orang yang tanpa hak atau melawan hukum telah dipidana dengan 
pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, pidana denda 
paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
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6. Sanksi pidana bagi penyalah guna narkotika golongan II. 
 Dalam Pasal 127 huruf b Undang-undang nomor 35 tahun 2009 
tentang narkotika menyatakan setiap penyalahguna dipidana penjara 
paling paling lama 2 tahun.20 
c. Sanksi pidana bagi pelaku yng melakukan tindak pidana narkotika 
golongan III. 
Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika 
golongan III telah ditentukan dalam pasal 122 sampi Pasal 123 ayat (1) 
huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang narkotika sanksi 
pidana yang diatur dalam pasal tersebut, berikut penjelasannya: 
1. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika 
golongan III. 
Sanksi pidana bagi pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum 
telah ditentukan dalam Pasal 122 ayat (1) dan (2) undang-undang 
nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa setiap orang yang 
tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun penjara, pidana denda paling 
sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 
2. Sanksi pidana bagi pelaku yang memproduksi, mengimpor, 
mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III. 
Sanksi pidana bagi pelaku telah ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) 
dan (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, 
                                                          
20Bunga, Perspektif Kriminologi Tentang Penyalahgunaan Narkotika (Medan: Skripsi, 
2003), h. 48 
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menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 
10 tahun, pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah). 
3. Sanksi pidana bagi pelaku tanpa hak melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perntara dalam jual 
beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III. 
Sanksi pidana bagi pelaku telah ditentukan dalam Pasal 124 ayat 
(1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, 
menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak  atau melawan hukum 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat  3 tahun dan paling 
lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 
(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 
4. Sanksi bagi pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golonga III. 
Sanksi pidana bagi pelaku tanpa hak atau melawan hukum telah 
ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009  tentang narkotika, yaitu setiap orang yang tanpa hak atau 
melawan hukum dipidanakan dengan pidana penjara paling singkat  2 
tahun penjara dan paling lama 7 tahun penjara, pidana denda paling 
sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
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5. Sanksi pidana bagi pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan golongan III terhadap orang lain. 
Sanksi pidana bagi pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum 
telah diatur dalam Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang 
nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dipidana dengan pidana paling 
singkat 3 tahun penjara dan paling lama 10 tahun penjara, pidana 
denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
6. Sanksi pidana bagi penyalah guna narkotika golongan III. 
Telah ditentukan dalam Pasal 127  ayat (1) huruf c Undang-undang  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dipidana paling 2 tahun. 
7. Sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana narkotika. 
Sanksi pidana bagi pelaku atau korporasi yang melakukan tindak 
pidana narkotika telah ditentukan dalam Pasal 130 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, 
dalam hal tindak pidana sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 111 
sampai Pasal 129 dilakuka oleh korporasi selain penjara dan denda 
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan  terhadap 
korporasi dengan pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari 
pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal.21 
 
 
                                                          
21Salim, Dk, Hukum Pidana Khusus (Depok: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 56 
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E. Penyalagunaan Narkotika Dalam Pandangan Islam 
Narkoba tentu bukan hal yang asing di telinga kita. Setiap hari kita 
mendengar berita tentang bandar narkoba yang ditangkap polisi karena memang 
narkoba dilarang di Indonesia. Selain itu sudah banyak pakar kesehatan yang 
mengungkapkan efek berbahaya dari narkoba. Narkoba itu sendiri adalah 
singkatan dari narkotika, Psikotropika dan bahan aditif lainnya. Istilah lainnya 
adalah Napza (narkotik, psikotropika dan zat adiktif). Istilah yang terakhir paling 
banyak digunakan oleh praktisi kesehatan dan rehabilitasi ketergantungan obat 
berbahaya. Dalam istilah ulama, narkoba adalah termasuk dalam pembahasan 
mufattirot (pembuat lemah) atau mukhoddirot (pembuat mati rasa). 
Pandangan islam tentang narkoba  hukum penggunaan narkoba dalam 
pandangan islam sebenarnya telah di jelaskan sejak lama. Tepatnya pada 10 
februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengelurkan fatwa bahwa 
penyalahgunaan dan peredaran narkoba uumunya bersifat haram. 
Pendapat para ahli tentang narkotika (khamar), berikut pendapat para ahli: 
1. Hadist dari umar bin khattab R.A 
Dari Umarb in Khatab ‘anh, “khamar adalah segala sesuatu yang menutup 
akal.” (HR Bukhari Muslim). 
2. Hadis dari Ummu Salamah 
Dari ummu salamah mengatakan “Rasulullah SAW melarang yang 
memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah).” (HR Abu Daud). 
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3. Ibnu Tamiyah  Rahimahullah 
“Memakan (mengisap) ganja yang keras ini terhukum haram, ia 
termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja 
hukumannya, sedikit atau banyak, tetapi mengisap dalam jumlah banyak 
dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim. 
Barangsiapa yang menganggap bahwaganja halal maka dia termasuk kafir 
dan diharuskan bertobat. Maka ia bertobat maka urusannya dianggap 
selesai. Tetapi ia tidak bertobat maka dia harus dibunuh sebagai orang 
murtad yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu di shalati dan 
tidak boleh dikubur dipemakan kaum muslim”. 
 Dalam kita al-fatwa al-kubra, ibnu tamiyah juga mengatakan 
bahwa segala sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran akal itu adalah 
haram, meskipun tidak sampai memberi efek memabukkan. 
Mengkonsumsi  sesuatu yang menghilangkan akal adalah haram 
berdasarkan ijma’ kaum muslimin. 
4. Ash-Shan’ani 
Menjelaskan dalam kitab subulussalam, bahwa sesungguhnya segala 
sesuatu yang memabukkan adalah haram, apapun jenis dan bentuknya. 
Tidak harus alkohol. Meskipun bukan berbentuk minuman, seperti ganja 
tetap saja haram. 
5. Hadist dari Abu Hurairah R.A  
Dari Abu Hurairah radiallahu’anh, Nabi Muhammad SAW bersabda: 
“Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya hingga mati, maka dia di 
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neraka jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri dari (gunung dalam) 
neraka itu, kekal selama-lamnya. Barang siapa yang sengaja menenggak 
racun hinga mati maka racun itu tetap ditangannya dan tetap  dan dia 
menenggaknya di dalam neraka jahannam dalam keadaan kekal selama-
lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka itu 
akan ada di tangannya dan dia akan tusukkan ke dalam perutnya di neraka 
jahannam dala keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari dan Muslim). 
Narkoba termasuk dianggap racun karena dapat merusak organ tubuh dan 
mengganggu jiwa. 
6. Ibnu ‘Abbas 
Dari ibnu ‘Abbas, Rasulullah  SAW bersabda : “ tidak boleh memberiakan 
dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya” (HR. Ibnu 
Majah). 
Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik 
alami, semi sintetis atau sintetis murni yang menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan menimbulkan ketergantungan. 
Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang alami maupun sintetis yang 
bukan narkotika yang berpengaruh secara psikoaktif secara selekti pada susunan 
saraf pusat yang mengakibatkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. 
Bahan adiktif adalah zat atau bahan lain yang bukan narkotika dan bukan 
psikotropika namun memiliki pengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan 
kecanduan. Pengertian ini sesuai dengan UU No. 22 tahun 1997 tentang narkoba. 
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Bertitik tolak dari uraian tentang dampak yang timbul oleh narkoba yang 
sampai terjadinya kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. 
Meskipun dalam Al-Qur’an tidak ada ayat yang secara tegas tentang sanksi atau 
hukuman bagi pemakai narkoba. Dalam Al-Qur’an hanya terdapat larangan 
meminum khamar, karena khamar juga sama dengan narkoba yang bersifat 
memabukkan. 
 
 
'َ) '*َﱡ)َأ  َ-)/ِﱠ1ا ا3ُ56َآ '8َﱠ9ِإ  ُ;8ْ=َ1ْا  ُ;>ِ ْ?8َ1ْاَو  ُب'Bَ9َْCْاَو  ُمEََْزCْاَو  ٌHIِْر  ْ-6ِ 
 ِK8َLَ  ِن'َN?ْ ﱠO1ا  ُه3ُQِ5َRIْ'َS  ْTUُﱠVWََ1  َن3XُِVYُْZ  
 
Artinya : 
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak 
panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat 
keberuntungan. (Q.S Al-Maidah: 90)22 
                                                          
22Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung; Sygma 
Creative Media Corp, 2007) h. 123 
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BAB III 
METODOLOGI  PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 1. Jenis Penelitian 
  Jenis penelitian yang digunakan penulis disini adalah field research atau 
biasa disebut penelitian kualitatif.  Field research yaitu penelitian lapangan yang 
di gunakan penulis dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta 
menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. 
 2. Lokasi Penelitian  
  Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian 
yang dipilih peneliti Sulawesi Selatan di BNN yaitu pada. Adapun alasan 
pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan hasil dari pra-penelitian yang 
dilakukan oleh penulis dengan melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat cocok 
dan sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas yakni dan juga membantu 
menyelesaikan rumusan masalah yang diangkat. 
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B. Pendekatan Penelitian 
  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 
penelitian hukum normatif dan empiris (applied law research). Penelitian hukum 
normatif yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum, buku dan peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan tipe penelitian empiris yaitu dengan melakukan  
wawancara langsung dengan pihak, BNN. 
C. Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dalan melakukan penelitian 
dilapangan yang di lakukan di BNN dengan cara interview yaitu berarti 
kegiatan terjun langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara 
kepada informan, dalam hal ini informan yang dimaksud Penyidik dan 
Tahanan yang berada di kantor BNN. Penelitian untuk memperoleh 
keterangan yang lebih jelas mengenai sidik jari.  
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti 
buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.  
D. Metode Pengumpulan Data    
  Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
Metode Penelitian Lapangan (field research) yakni penelitian lapangan peneliti 
memperoleh data primer dengan menggunakan tiga cara, yaitu: 
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1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di BNN. 
2. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung. Dalam hal ini penulis mewawancarai penyidik dalam kasus yang 
penulis angkat. 
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen. Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi di BNN. 
E. Instrumen Penelitian 
 Instrumen atau alat adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti 
sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap 
melakukan peneliti yang selanjutnya terjun langsung kelapangan.  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
     1. Tekhnik Pengolahan Data 
a. Reduksi data adalah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalah yang terjadi dalam penetapan status 
tersangka dalam perkara penyalahgunaan narkotika dengan cara 
sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan 
diverifikasi. 
b.  Penyajian data adalah   data dengan cara memasukkan data dan bentuk 
yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis. 
c. Pengambilan kesimpulan adalah mencari kesimpulan atas data yang 
direduksi dan disajikan. 
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2. Analisis Data 
  Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu 
tekhnik pengolahan data kualitatif (data-data) yang dilakukan dalam 
rangka mendeskripsikan membahas hasil-hasil penelitian dengan 
pendekatan analisis konseptual dan teoritik. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Sejarah Singkat BNN 
Badan Narkotika Nasional  atau biasa di singkat dengan sebutan (BNN) 
yaitu lembaga pemerintah non kementrian indonesia yang mempunyai tugas 
melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap. BNN di pimpin oleh seorang kepala 
bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui koordinasi  kepala 
kepolisian negara republik indonesia. Dasar hukum BNN adalah  Undang-undang 
Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 
Pada tahun 1971 pada saat dikeluarkannya instruksi presiden republik 
indonesia nomor 6 tahun 1971 kepada kepala Badan Koordinasi Intelejen  
Nasioonal atau biasa disebut dengan singkatan (BAKIN) untuk menanggulangi 6 
(enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, 
penanggulangan penyalahgunaan narkotika, penanggulangan penyeludupan, 
penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi  dan pengawasan 
orang asing. Berdasarkan inpres tersebut kepala BAKIN membentuk bakolak 
inpres tahun 1971 yang salah satu tugas  dan fungsinya  adalah menangulangi  
bahaya narkoba, pada masa itu permasalah narkoba di indonesia masih merupakan 
permasalahan kecil dan pemerintah orde baru terus memandang dan berkeyakinan 
bahwa masalah narkoba di indonesia tidak akan berkembang karena bangsa 
indonesia adalah bangsa yang berpancasila dan agamis,  pandangan ini membuat 
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pemerintah dan masyarakat indonesia  lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, 
meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengan tahun1997, 
pemerintah saat itu seakan tidak siap untuk menghadapinya, menghadapi 
permasalah narkoba yang berkecendrungan terus meningkat, pemerintah dan 
dewan perwakilan rakyat republik indonesia atau (DPR-RI) mengesahkan 
Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang 
nomor 22 tahun 1997  tentang narkotika, berdasarkan kedua Undang-Undang 
tersebut  pemerintah, pemerintah membentuk badan koordinasi narkotika nasional 
dengan putusan presiden nomor 116 tahun 1999. BKNN adalah suatu badan 
koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah 
yang terkait. 
BKNN di ketuai oleh kepala kepolisian republik indonesia (kapolri) secara 
ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personal  dan alokasi 
anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari markas besar 
kepolisian negara republik indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat 
melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, BKNN sebagai badan 
koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman  bahaya 
narkoba yang makin serius,  oleh karnanya berdasarkan keputusan presiden nomor 
17 tahun 2002 tentang badan narkotika nasional atau (BNN). BNN sebagai 
lembaga forum dengan tugas mengordinasiakan 25 instansi terkait dalam 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penggulangan narkoba  dan 
mengoordinasiakan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulan narkoba. 
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Pada tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggara dari APBN 
tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan 
BNP dan BNK, namun karena tanpa struktur kelembagaan  yang memiliki jalur 
komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional 
semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu 
menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, oleh 
karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan perturan presiden 
nomor 83 tahun 2007 tentang BNN, BNP dan BNK yang memiliki kewenangan 
oprasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang 
mana BNN-BNP-BNKab atau kota merupakan  mitra kerja pada tingkat nasional, 
provinsi dan kabupaten atau kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada 
presiden, gubernur dan bupati atau walikota dan yang masing-masing tidak 
mempunyai hubungan struktural dengan BNN. Ketetapan MPR-RI nomor 
VI/MPR/2002 melalui sidang umum MPR-RI tahun 2002 tahun 1997 tentang 
narkotika. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan 
mengundangkan Undang-undang nomor 35  tahun 2009 tentang narkotika, 
sebagai perubahan atas UU nomor 22 tahun 1997. Berdasarkan UU 35 tahun 2009 
tersebut, BNN diberikan kewenanngan penyelidikan  dan penyidikan  tindak 
pidana narkotika dan prekursor  narkotika. Yang di perjuangkan BNN saat ini 
adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba sudah 
digunakan untuk pendanaan teroris  dan juga untuk menghindari kegiatan 
penjualan narkoba untuk biaya politik. 
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Adapun Tugas, Fungsi, Visi dan Misi dari Badan Narkotika Nasional yaitu 
sebagai berikut: 
Tugas : 
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasioanal mengenai pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor 
narkotika. 
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika 
dan prekursor narkotika.. 
3. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik indonesia dalam 
pencegahan  dan pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap 
narkotika dan prekursor narkotika. 
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 
pecandu narkotika, baok yang di selanggarakan oleh pemerintah maupun 
masyarakat. 
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan  dan 
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 
6. Memantau mengarahkan dan meeningkatkan kegiatan masyarakat dalam 
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika  
narkotika. 
 45 
 
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasioal, 
guna mencegah memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusor 
narkotika. 
8. Mengembangkan laboraturium narkotika dan prekursor narkotika. 
9. Melaksanakan administrasi penyilidikan dan penyidikan terhadap perkara 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor  narkotika. 
10. Membuat laporantahunan mengenai pelakasanaan tugas dan wewenang. 
11. BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 
pencegahan dan pemberarantasan  penyalahgunaan dan peredaran gelap 
psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 
tembakau dan alkohol. 
Fungsi  : 
1. Penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika 
dan prekursor  serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk 
tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat P4GN. 
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur 
P4GN. 
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN. 
4. Penyusunan dan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan, pemberdayaan 
masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang 
P4GN. 
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5. Pelaksanaan kebijakan nasioanal dan kebijakanteknis P4GN di bidang 
pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum 
dan kerjasama. 
6. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang P4GN kepada isntansi vertikal di 
lingkungan BNN. 
7. Pengordinasian instansi pemerintah terkait terkait dengan komponen 
masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan 
kebijakan nasional dibidang P4GN. 
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi dilingkungan BNN. 
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat. 
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan prekusor narkotika . 
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi dibidang narkotika, 
psikotropika  dan prekursor  serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif 
untuk tembakau dan alkohol. 
12. Pengordinasian instansi pemerintahan terkait maupun komponen masyarakat 
dalam dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali di daam 
masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan atau pecandu 
narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif 
untuk tembakau dan alkohol ditingkat pusat dan kota. 
13. Pengordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif 
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lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembahkau dan alkohol yang di 
selenggarkan oleh pemerintahdan masyarakat. 
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna atau pecandu 
narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali nahan adiktif 
tembkau dan alkohol berbasis komunitas atau metode lainnya yang telah 
terujuji hasinya. 
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajiandan perumusan perturan perundang-
undangan serta pembagian bantuan hukum dibidang P4GN. 
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, ragional  dan internasional di bidang P4GN. 
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelksanaan P4GN dilingkungan 
BNN. 
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsuonal instansi pemerintah terkait 
dan komponen masyarkatdi bidang P4GN. 
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi 
penyidik BNN. 
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, 
serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN. 
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika  dan prekursor  serta bahan 
adiktif  lainnya, kecuali  bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 
22. Pengembangan laboraturium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta 
bahan adiktif lainnya, kecuali  bahan adiktif  tembakau dan alkohol. 
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang 
P4GN. 
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Visi: 
Menjadikan BNN Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang 
profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 
Misi: 
1. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan. 
2. Mengoptimalisasi sumberdaya dalam penyelanggaraan pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 
3. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensi. 
B. Prosedur Hukum Terhadap Seseorang yang Ditetapkan Sebagai Tersangka 
Tindak Pidana Narkotika 
Dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) peraturan kapolri No. 12 tahun 
2009 pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di 
lingkungan kepolisian negara republik indonesia disebutkan bahwa: 
1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada 
seseorang setelah hasil  penyidikan yang dilaksanakan memperoleh 
bukti permulaann yang cukup yaitu paling sedikit 2(dua) jenis alat 
bukti. 
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu 
paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditentukan melalui gelar perkara. 
Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangaka haruslah didapati 
bukti permulan  yang cukup yaitu paling sedikit  2 (dua) jenis alat bukti, dan 
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ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu  
dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. 
  Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) prosedur penyelesaian 
perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara 
profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan 
wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata menjadikan seseorang menjadi 
tersangka. 
  Pelanggaran etika dan disiplin anggota polri  mengeluarkan pernyataan 
yang berpotensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan 
proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan 
pelanggaran etik dan disiplin anggota polri, yaitu antara lain: 
1. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) tersangka dapat dikenakan upaya paksa 
lainnya seperti penangkapan dan penahanan, sehingga ada potensi 
menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman  dan 
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai  dengan Pasal 28 G ayat (1) 
UUD 1945. 
Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: 
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu 
yang merupakan hak asasi. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka kehidupan bernegara 
dan bermasyarakat, anggota wajib menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f peraturan pemerintah nomor 2 
tahun 2003 tentang peraturan disiplin.  
2. Pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan langsung 
dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota polri yang dilarang 
berdasarkan pasal 6 huruf q PP 2/2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e 
perkap KEEP. Dimana ada ancaman ketakutan apabila seseorang 
dijadikan tersangka. Yang harus  menjadi catatan adalah dengan tidak 
adanya mekanisme uji terhadap kewenangan  dari anggota polri dalam 
menetapkan seseorang menjadi tersangka, menjadikan kemungkinan 
penyalahgunaan wewenang semakin terbuka. 
Analisis penulis : 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu. Ahmad Budiarto, S.H 
selaku Penyidik Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika mengatakan 
bahwa Badan Narkotika nasional menggunakan sistem criminal justice system 
tersangka ini masih dalam rana penyidikan karena jika sudah berada di 
persidangan maka sudah dikatakan terdakwa, penyidikan mengacu pada Undang-
undang nomor 8 tahun 81 tentang acara pidana kemudian di atur khusus di dalam 
Undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi  nomor 
120 tahun 2014 sehingga seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka harus 
memenuhi persyaratan formil, formil yaitu  yang di atur pada Pasal 1 ayat 22 
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KUHAP yang berbunyi tersangka yaitu orang yang karena keadaannya 
berdasarkan  bukti permulaan sebagai pelaku  tindak pidana, trismanya yaitu: 
1. harus ada laporan 
2. harus ada 1 alat bukti. 
Syarat penetapan status tersangka  diatur dalam KUHAP yang kemudian 
telah di sempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 
21/PUU-XII/2014 dimana dalam putusan tersebut seseorang di tetapkan sebagai 
tersangka harus sudah ditemukan 2 alat bukti yang sah, sebagaimana di atur dalam 
Pasal 184 KUHAP yaitu harus memiliki 5 alat bukti yaitu: 
1. Keterangan saksi 
2. Keterangan ahli 
3. Surat 
4. Petunjuk 
5. Keterangan terdakwa. 
Sehingga seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara 
penyalahgunaan narkotika harus setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) alat bukti 
yang sah, sebagaimana yang di atur dalam pasal 184 KUHAP dan Berikut ini 
adalah daftar narapidana penyalahgunaan narkotika di BNN Sulawesi Selatan 
dari tahun 2018 sampai 2019: 
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Tabel.1 
DATA TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DITANGANI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN 
TAHUN 2018  
 
KKH 
 
NOMOR 
URUT 
 
NAMA 
TERSANGKA 
 
PASAL YANG 
DIKENAKAN 
 
JENIS DAN JUMLAH  
BARANG BUKTI 
NARKOTIKA 
 
BARANG BUKTI 
NON NARKOTIKA 
 
 
 
 
 
LKN/01-
TPPU/11/2018/BNNP, 
TANGGAL 01 FEBRUARI 
2018 
1 M. A ALIAS 
BACO (L) 
PASAL 3, 4, 5 AYAT (1) 
UU RI NO 8 TAHUN 
2010 TENTANG 
PENCEGAHAN DAN 
PEMBERANTASAN 
TPPU ATAU PASAL 137 
HURUF A, B UU RI NO. 
35 TAHUN 2009 
TENTANG NARKOTIKA 
 MOBIL MINI 
COPPER 
MOBIL HONDA 
BRIO 
REKENING BANK 
BNI 
REKENING BANK 
BCA 
LKN/02-
TPPU/III/2018/BNNP, 
TANGGAL 29 MARET 
2018 
2 C.I ALIAS 
AMBO (L) 
114 (2), 112 (2) NARKOTIKA SHABU 
BERAT 35 GRAM 
 
3 H ALIAS 
SAMPARA (L) 
4 A.M ALIAS 
DOLLA (L) 
LKN/03-
SIN/VI/2018/BNNP, 
TANGGAL 08 APRIL 2018 
5 B.M ALIAS 
ALEX (L) 
114 (2), 112 (2) NARKOTIKA SHABU 
BERAT 45 GRAM 
 
LKN/04-SIN/VI/BNNP, 
TANGGAL 23 JUNI 2018 
6 S.A ALIAS 
SAFE (L) 
114 (1), 112 (1) NARKOTIKA SHABU 
2,73 GRAM 
 
LKN/05-
SIN/VII/2018/BNNP-SS 
TANGGAL 04 JULI 2018 
7 M.A ALIAS 
DALLE (L) 
114 (1), 111 (1) TEMBAKAU GORILLA 
50,63 GRAM 
 
RP.    492 000 
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Keterangan tabel.1 
Data Tersangka Tindak Pidana Narkotika Yang Ditangani Badan Narkotika 
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. Pada kasus pertama di bulan 
Februari pada tanggal 01 di tahun 2018 dengan nama tersangka M A alias Baco 
berjenis kelamin laki-laki,  Pasal yang dikenakan terhadap tersangka ini adalah   
Pasal 3,4,5 ayat (1) UU RI no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan 
pemberantasan tppu atau Pasal 137 huruf a,b UU RI no. 35 tahun 2009 tentang 
narkotika, barang bukti yang ditemukan non narkotika berupa kendaraan dan buku 
rekening. Kasus kedua, pada 29 maret 2018 Terdapat 3 tersangka  dengan nama C 
I alias Ambo, H alias Sampara, A M alias Dolla, berjenis kelamin laki-laki  Pasal 
yang dikenakan  Pasal 114 (2), 112 (2) dan barang bukti yang ditemukan 
narkotika shabu 35 gram. Kasus ketiga di 08 April 2018 atas nama B M alias Alex 
berjenis kelamin laki-laki  dengan Pasal yang di kenakan 114 (2), 112 (2) dan 
barang bukti yang ditemukan narkotika shabu 45 gram. Kasus keempat pada 
tanggal 23 Juni 2018 atas nama S A alias Safe berjenis kelamin laki-laki dengan 
pasal yang dikenakann 114 (1), 112 (1) dan barang bukti yang ditemukan 
narkotika shabu 2,73 gram. Pada kasus kelima ditanggal 4 juli 2018 yang bernama 
M A alias Dalleberjenis laki-laki dengan  Pasal yang dikenalan yaitu pasal 114 
(1), 111 (1) dan barang yang ditemukan tembakau gorilla  50,63 gram dan uang 
tunai  RP. 492 000. 
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Tabel. 2 
DATA TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DITANGANI 
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN 
TAHUN 2018 
 
 
LKN 
 
NO. 
URUT 
 
NAMA 
TERSANGKA 
 
PASAL YANG 
DIKENAKAN 
 
JENIS DAN 
JUMLAH 
BARANG BUKTI 
NARKOTIKA 
 
BARANG 
BUKTI 
UANG 
LKN/06-SIN/VII/2018/BNNP-SS 
TANGGAL 07 JULI 2018 
 
1 (S) ALIAS 
BATTALA (L) 
114 (1), 111 (1) NARKOTIKA 
SHABU O,62 
GRAM 
 
LKN/07-SIN/VII/2018/BNNP-SS  
TANGGAL 14 JULI 2018 
2 (S.A) ALIAS 
PINJONG (L) 
114 (2), 111 (2) NARKOTIKA 
SHABU 6,53 
GRAM 
 
LKN/08-SIN/VII/2018/BNNP-SS 
TANGGAL 19 JULI 2018 
3 (A.A) ALIAS 
PETTU (L) 
114 (2), 111 (2) NARKOTIKA 
SHABU 4765 
GRAM 
 
4 (M) ALIAS 
SADDAM (L) 
5 (D.A) ALIAS 
BONNO (L) 
LKN/09-SIN/VII/2018/BNNP-SS 
TANGGAL 05 NOVEMBER 2018 
6 (S.S) ALIAS 
BULLUNG (L) 
114 (2), 112 (2) 
J0 132 (1) 
NARKOTIKA 
SHABU 600 
GRAM 
 
LKN/10-SIN/VII/2018/BNNP-SS 
TANGGAL 16 NOVEMBER 2018 
7 (J) ALIAS BAHE 
(L) 
114 (2), 112 (2) 
JO 132 (1) 
NARKOTIKA 
SHABU 500 
GRAM 
 
8 (Y) ALIAS BURE 
(L) 
LKN/11-SIN/VII/2018/BNNP-SS 
TANGGAL 11 DESEMBER 2018 
9 (R) ALIAS 
KETTENG (L) 
114 (2), 112 (2) 
JO 132 (1) 
NARKOTIKA 
SHABU 700 
GRAM 
 
LKN/12-SIN/VII/2018/BNNP-SS 
TANGGAL  11 DESEMBER 2018 
10 (M. RS) ALIAS 
ICONG (L) 
114 (2), 112 (2) 
JO 132 (1) 
NARKOTIKA 
SHABU 700 
GRAM 
 
EKSTASI 3000 
BUTIR 
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Keterangan tabel. 2 
Data Tersangka Tindak Pidana Narkotika Yang Ditangani Badan 
Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019. Pada kasus 
pertama pada tanggal 07 JULI 2018 atas nama S alias Battala dengan pasal 
yang di kenakan pasal 114 (1), 111 (1) barang yang ditemukan berupa 
narkotika  shabu  O,62 gram. Pada kasus kedua pada tanggal 14 Juli 2018 atas 
nama S A alias Pinjjong pasal yang dikenakan yaitu pasal 114 (2), 111 (2) 
barang yang ditemukan berupa narkotika shabu 6,53 gram. Pada kasus ketiga 
terdapat tiga orang tersangka atas nama A A alias Pettu, M alias Saddam, D S 
alias Bonno pasal yang dikenakan pasal 114 (1), 111 (1) barang yang 
ditemukan narkotika shabu  4765 gram. Pada kasus keempat pada tanggal 5 
November 2018  atas nama S S alias Bullung pasal yang yang dikenakan yaitu 
pasal 114 (2), 112 (2) J0 132 (1) barang yang ditemukan narkotika shabu  600 
gram. Kasus kelima pada tanggal 16 Novenber  2018 atas nama J alias Bahe 
dan Y alias Bahe dengan pasal yang dikenakan 114 (2), 112 (2) JO 132 (1) 
barang yang ditemukan narkotika  shabu 500 gram. Pada kasus keenam pada 
tanggal 11 Desember 2018 dengan nama tersangka R alias keteng berjenis 
kelamin laki-laki dengan pasal yang dikenakan 114 (2), 112 (2) JO 132 (1) 
dengan barang yang ditemukan narkotika shabu  700 gram. Pada kasus 
ketujuh pada tanggal 11 Desember 2018 dengan nama tersangka M. RS alias 
Icong berjenis kelamin laki-laki dengan pasal yang dijatuhkan 114 (2), 112 (2) 
JO 132 (1) barang yang ditemukan narkotika shabu  700 gram dan ekstasi  
3000 butir. 
 56 
 
 
C. Pengaruh Putusan MK NO.21/PUU-XII/2014 di BNN Sulawesi Selatan 
Dalam hukum acara pidana disebutkan bahwa penetapan tersangka tidak 
termasuk kedalam ranah  prapradilan, maka hal ini telah di ubah oleh mahkamah 
konstitusi melalui putusan permohonan perkara tersangka, pada Pasal 77 huruf (a) 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan bunyi 
amar putusan MK No.21/PUU-XII/2014. Artinya, jika di dalam Pasal 77 huruf (a) 
KUHAP mengatur kewenangan prapradilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya 
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui 
putusan ini MK memperluas ranah prapradilan termasuk sah atau tidaknya 
penetapan tersangka, penggeledaan atau penyitaan. 
Dengan ini MK membuat putusan ini dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat 3 
UUD 1945 yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum, sehingga 
asas due process of law harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga 
penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang, sementara mengacu 
kepada KUHAP, MK berpandangan prinsip due process of law belum diterapkan 
secara utuh  lantaran KUHAP  tidak mengakomodir pengujian terhadap alat bukti 
untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka apakah diperoleh dengan cara 
yang sah atau tidak, penetapan tersangka adalah bagian proses penyidikan yang 
didalamnya kemungkinan terhadap tindakan sewenang wenang  dari penyidik 
yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. 
Seperti diketahui, selama ini penetapan tersangka yang diberikan oleh 
penyidik kepada seseorang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas. Akibatnya, 
 57 
 
orang tersebut secara terpaksa menerima statusnya tanpa memiliki kesempatan 
untuk menguji keabsahan penetapan itu. Mahkama Konstitusi mengakui 
pemberlakuan KUHAP pada 1981 masih belum mengenal penetapan tersangka 
sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Namun seiring perkembangan waktu, 
bentuk upaya paksa telah mengalami perkembagan dan modifikasi. 
Misalnya satu contoh kasus yang diangkat oleh oleh penulis, Deputi bidang 
pemberantasan Badan narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Arman depari 
menjelaskan prosedur penetapan status tersangka kasus narkoba yang menimpa 
politikus partai demokrat, Andi Arief. ada dua tahap untuk menaikkan kasus 
tersebut kepenyedikan. kedua langkah itu diantaranya tes kesehatan (urine) dan 
pencarian alat bukti. 
Dalam kasus ini, dalam hasil tes urine, diketahui Andi Arief positif 
menkonsumsi sabu, namun pada tahap kedua yakni pencarian alat bukti,menurut 
penuturan Arman, menjelaskan dalam penangkapan AA di hotel menara 
peninsula,  Jakarta Barat, Minggu (3/3), sabu yang terbukti positif dikonsumsi 
Andi Arief tak ditemukan,  Barang bukti yang tidak ditemukan, lanjut Arman, 
menyebabkan proses penydikan tak bisa dijalankan. Penentuan barang bukti juga 
harus memiliki syarat gramasi. Narkoba yang ditemukan dibawah satu gram tidak 
bisa dijadikan barang bukti. 
Namun meski barang bukti tidak ditemukan, tapi yang bersangkutan 
diindikasikan dengan kegiatan pengedaran narkoba, maka penyidikan terkait 
pengedaran bisa berlangsung. 
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Analisis Penulis : 
Putusan Mahkamah Konstitusi NO.21/PUU-XII/2014  sangat berbengaruh 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Iptu. Ahmad Budiarto, S.H sebagai 
Penyidik bagian bidang pemberantasan di Badan Narkotika Nasional, mengatakan 
bahwa  Sebagai seorang penyidik yang baik teransparan dalam menyidik mau 
tidak mau, tahu ataupun tidak tahu, suka atau tidak suka, senang atapun tidak 
senang harus mempedomani putusan MK No.21/PUU-XII/2014, berbicara 
mengenai penyidik sangatlah luas contohnya penyidik BNN, penyidik POLRI, 
penyidik KPK semuanya harus mereferensi daripada putusan Mahkamah 
Konstitusi itu sendiri, adapun sanksi bagi penyidik yang keliru dalam menyidik 
yaitu apabila diajukan gugatan prapradilan dan prapradilan itu di kabulkan maka 
gugurlah penetapan tersangka itu. 
Jadi penyidik memang harus betul-betul bekerja keras dalam menyidik, karena 
terkadang bisa keliru dalam menyidik contohnya seseorang dikatakan sebagai 
pengedar karena memiliki barang yang cukup banyak, namun barang tersebut 
digunakan untuk dirinya sendiri karena orang tersebut adalah pemakai berat, jadi 
penyidik harus betul-betul bisa membedakan antara  penyalahguna dengan 
menguasai, menuimpan,  memiliki,  menerima titipan. Jadi ketika seseorang 
menyimpan 1 kilo, itu bukanlah penyalahguna tapi termasuk kategori kejahatan 
narkotika yang dikatakan menyimpan, memiliki, menguasai dan menerima titipan 
sehingga tidak bisa dikatakan sebagai penyalahguna  atau korban narkotika, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang narkotika. Jadi penyidik  
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BNN Sulawesi Selatan harus profesional, akuntabilitas, transparan dan terbuka. 
Menurut Iptu. Ahmad Budiarto S.H. kepala bidang pemberantasan yaitu setiap 
penyidik harus mempedomani putusan MK No.21/PUU-XII/2014 dalam 
menetapan seseorang sebagai tersangka karena penetapan tersangka adalah bagian 
dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan 
sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi 
seseorang. Jadi putusan MK No.21/PUU-XII/2014 tentang penyidik yang keliru 
dalam menyidik sehingga melupakan hak-hak seseorang  telah terealisasikan di 
Badan Narkotika Nasional Sulawesi Selatan.1 
 
 
 
                                                          
1 Wawancara dengan Penyidik bagian pemberantasan Iptu. Ahmad Budiarto S.H. 
penyalahgunaan kotika di Badan Narkotika Nasional 29 April 2019 jam 11.30 Wita. 
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 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka penulis 
menyimpulkan bahwa: 
Prosuderal hukum seseorang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana 
narkotika dalam Badan Narkotika Nasioanal Sulawesi Selatan menggunakan sistem 
criminal justice system tersangka ini masih dalam rana penyidikan karena jika sudah 
berada di persidangan maka sudah dikatakan terdakwa, penyidikan mengacu pada 
acara pidana kemudian di atur khusus di dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 
dan putusan Mahkama Konstitusi sehingga seseorang yang ditetapkan sebagai 
tersangka harus memenuhi persyaratan formil, tersangka yaitu orang yang karena 
keadaannya berdasarkan  bukti permulaan sebagai pelaku  tindak pidana, trismanya 
yaitu: 
1. harus ada laporan 
2. harus ada 1 alat bukti. 
Syarat penetapan status tersangka  diatur dalam KUHAP yang kemudian telah 
di sempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-
XII/2014 dimana dalam putusan tersebut seseorang di tetapkan sebagai tersangka 
harus sudah ditemukan 2 alat bukti yang sah, sebagaimana di atur dalam Pasal 184 
KUHAP yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. 
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Pengaruh putusan MK No.21/PUU-XII/2014 pada  Badan Narkotika Nasional 
Sulawesi  Selatan,  sebagai seorang penyidik yang baik teransparan dalam menyidik 
mau tidak mau, tahu ataupun tidak tahu, suka atau tidak suka, senang atapun tidak 
senang harus mempedomani putusan MK No.21/PUU-XII/2014, Jadi penyidik  BNN 
harus profesional, akuntabilitas, transparan dan terbuka. 
B. Saran 
  Berdasarkan hasil penelitian, maka sebagai langkah perbaikan peneliti 
memberikan saran atau alternative solusi demi tercapainya hak-hak seseorang dalam 
penyelidikan : 
1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi sesama penyidik untuk tercapainya 
profesionalalisme, akuntabilitas, transparan dan terbuka dalam menyidik. 
2. Meningkatkan sarana operasional demi lancarnya pelaksanaan penyidikan. 
3. Penyidik harus mempedomani putusan MK No.21/PUU-XII/2014 dalam 
menetapan seseorang sebagai tersangka karena penetapan tersangka adalah 
bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat 
tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan 
hak asasi seseorang. 
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